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KUALIFIKASI PELAKSANAAN

DASAR HUKUM

1 Memiliki kewenangan dalam penyusunan EKPPD
n informasi bahan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari

—

KKN.
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. laporan
3 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ

kepada DPRD dan IPPD kepada Masyarakat
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Format EKPPD

2 Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data da

SOP Alur surat masuk dan surat keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Pengarsipan

Laporan Realisasi Keuangan
Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Provinsi

Data dan Informasi asset PD

S L e

Perangkat Komputer
PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk melihat pencapaian target kinerja
program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Evaluasi Kinerja ini tidak

akan berjalan lancar.

Rumusan rencana program dan kegiatan, target dan capaiannya untuk
periode satu tahun anggaran
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